
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Be bas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

b. bahwa sesuai kesepakatan bersama antara Pemerintah 
Daerah dengan DPRD pada tanggal 20 Nopember 2014; 

a. bahwa sesuai dengan Arah dan Kebijakan Umum Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah serta Strategi dan 
Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 
telah disepakati bersama an tara Pemerin tah Dae rah 
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu 
menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2015; 

BUPATIKARANGASEM, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TAHUN ANGGARAN 2015 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TENTANG 

NOMOR 4 TAHUN 2014 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM 

BUPATIKARANGASEM 

PROVINS! BALI 

Mengingat 

Menimbang 



12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5568); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

1.8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 712); 
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28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

27. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 334);. 

26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5334); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan 
Lembaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 5351); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 
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35. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 
2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 2); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
{Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 4); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1 Tahun 
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2005 Nomor l, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Karangasem Nornor 13 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 1 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 12}; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 540); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 
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44. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 
Tahun 2011 ten tang Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 
Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 9); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 
2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem N omor 7); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 
2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 3); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 
2011 ten tang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 2); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 
Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 
2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 8); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 
2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 
2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 
2010 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 5); 
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52. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 22 
Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir 
{Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 19); 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20 
Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17}; 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 19 
Tahun 2011 ten tang Pajak Reklame {Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Karanga.sem Nomor 18 
Tahun 2011 ten tang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 
Tahun 2011 ten tang Pajak Restoran (Lembaran Daerah 
Ka bu paten Karangasem Tahun 2011 Nomor 1 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 3); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 
Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 8); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 
Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan {Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 12); 
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60. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 
2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 7); 

59. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 
2012 ten tang Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan 
Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 
2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 6); 

58. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 
2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 5); 

57. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 
2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 4); 

56. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 26 
Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 
Nomor 18,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 16); 

55. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 25 
Tahun 2011 ten tang Retribusi Pengujian Kendaraan 
Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 22); 

54. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 24 
Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 
Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem N omor 21); 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23 
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi 
Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 20); 
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1.226.081.077.533,61 
l .269.495.869.214,07 

(43.414. 791.680,46) 

Rp. 
Rp. 

Surplus/ (Defisit) Rp. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ditetapkan 
sebagai berikut : 
a. Pendapatan Daerah 
b. Belanja Daerah 

Pasal 1 

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KARANGASEM 

dan 
BUPATI. KARANGASEM 

Dengan Persetujuan Bersama 

65. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 
2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan 
Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7); 

64. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 
2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman 
Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 2); 

63. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 
Tahun 2012 ten tang Retribusi Izin Trayek (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 14); 

62. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12 
Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 12); 

61. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 
2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8); 
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(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a 
terdiri dari jenis belanja : 

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 721.799.958.604,21; 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari : 
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 895.592.830.580,06; dan 
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 373.903.038.634,0l. 

Pasal3 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Hibah sejumlah Rp. -; 
b. Dana darurat sejumlah Rp. -; 
c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya 

sejumlah Rp. 91.401.628.829,30; 
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah 

Rp. 166.686.741.000,00; 
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya 

sejumlah Rp. 36.608.992.000,00; dan 
f. Sumbangan. pihak ketiga sejumlah Rp. - 

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
dari j enis pendapatan : 

a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah 
Rp. 23.024.066.000,00; 

b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 633.241.287.000,00; dan 
c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 69.845.030.000,00. 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pajak daerah sejumlah Rp. 125.839.116.250,00; 
b. Retribusi daerah sejumlah Rp.10.236.014.500,00; 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah 

Rp. 14.633.229.954,31; dan 
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah 

Rp. 54.640.032.000,00 

(1) Pandapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri 
dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 205.273.392.704,31 
b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 726.110.323.000,00; dan 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah 

Rp. 294.697.361.829,30. 

Pasal2 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Rp. 
berkenaan 

43.414. 791.680,46 

0,00 

Pembiayaan Netto Rp. 

72. 795. 931.680,46 
29.381.140.000,00 

c. Pembiayaan Daerah : 
1. Penerimaan Rp. 
2. Pengeluaran Rp. 
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d. Lampiran IV 

c. Lampiran III 

Ringkasan APBD; 
Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah 
dan Organisasi; 
Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan 

a. Lampiran I · 
b. Lampiran II 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

Pasa15 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
pembiayaan: 

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. -; 
b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah 

Rp. 4.368.140.000,00; 
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 25.013.000.000,00; dan 
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. -. 

(2) Penerimaan .sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
pembiayaan : 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya 
(SiLPA) sejumlah Rp. 72. 795. 931.680,46; 

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. -; 
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. -; 
d. Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah sejumlah Rp. -; 
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. ~; dan 
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. -. 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri 
dari: 

a. Penerimaan sejumlah Rp. 72.795.931.680,46; dan 
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 29.381.140.000,00. 

Pasal4 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari 
jenis belanja : 

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 20.644.144.785,00; 
b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 236.147.176.350,31; clan 
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 117.111.717.498,70. 

b. Belanja bunga sejumlah Rp. 8.165.000.000,00; 
c. Belanja subsidi sejumlah Rp. -; 
d. Belanja hibah sejumlah Rp. 42.556.326.200,00; 
e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 3.242.000.000,00; 
f. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/ kota clan 

pemerintahan desa sejumlah Rp. 13.607.513.075,00; 
g. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/ kabupaten / kota dan 

pemerintah desa dan partai politik sejumlah Rp. 
103.222.032.700,85; dan 

h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 3.000.000.000,00. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. 

Pasal 9 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur dengan Peraturan 
Bupati, 

Pasal8 

(2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yaitu suatu 
kegiatan dan/atau belanja harus dilaksanakan akan tetapi tidak tersedia 
anggarannya. 

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sekurang­ 
kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan 
tidak dapat diprediksi sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat dan/atau mendesak. 

Pasal 7 

Dalam keadaan darurat dan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan 
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan 
dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan 
realisasi anggaran. 

Pasal6 

Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 
Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 
Daftar Piutang Daerah; 
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 
Tetap Daerah; 
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 
Lain-Lain; 
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya 
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali 
dalam tahun anggaran ini; 
Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 
Daftar Pinjaman Daerah. 
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e. Lampiran V 

f. Lampiran VI 
g. Lampiran VII 
h. Lampiran VIII 
1. Lampiran IX 

j. Lampiran X 

k. Lampiran XI 

1. Lam piran XII 
m. Lampiran XIII 
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